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BAB I

PENDAHULUAN

&. Latar Belakang-PEmiIihan Judul

Saat inli semakin disadari bahwa teknologi menjadi
salah satu pusat perhatian dibidang pembangunan,. Hal
tersebut disebabkan perubahan teknologi mengubah
penggunaan aptimal dari faktor-faktor produksi. Selain
itu teknologi mempunyal hubungan langsung dengan
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Pembangunan nasiocnal itu sendiri menitik

beratkan pada pembangunan  industri dan pembangunan

industri lebih jauh memerlukan teknologi.

Dalam pembangunan lima tahun keenam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi disebutkan babwa @

Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan,
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknolagi
dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan
kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan
pembaharuan teknologi yang didukung oleh
pgengembangan kemampuan sumber daya manusia, sarana
dan prasarana penelitian dan pengembangan yang
memadai, serta peningkatan mutu pendidikan
sehingga mampu mendukung upaya penguatan,
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pendalaman dan perluasan industri dalam rangga
nenunjang proses industrialisasi_ menuju )
terwujudnya bangsa Indonesia yang wmaju, mandiri
dan sejahtera " 1)

Salah satu cara atau -sistem dari penguassaan
teknologi adalah alih teknologi, seperti diketahui
pengalihan teknologi bukanlah sesuatu vyang sederhana
karena harus melalui perubahan-perubahan dan
pembaharuan teknologi. Pengalihan teknologi memerlukan
suatu ketrampilan khusus dan harus memperhatikan
berbagal segi kehidupan. Seperti kehidupan sosial,
budaya, politik, ekonomi serta hukum. Disamping
tentunya masalah pembiayaan dan permodalan yanﬁ pasti
terlibat didalamnya.

Pengalihan teknologi dapsat dilakukan melalui
beberapa kemungkinan salah satunya adalah dendan
menggunakan lisensi. MHasalah lisensi pada ewalnya
tidak dikenal dalam UU no.21/1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan, artinysa undang-undang
tersebut tidak mengaturnya. Namun demikian dalam dunia

perdagangan di 1Indonesia telah dikenal istilah

lisensi atas merek sejak lama.

1). Garis-Garis Besar Haluan Negara RI tahun 1983-
1988, bab 1V bagian E, nomor 4 bidang Ilmu Pengetahuan
dan Veknologi, hal 46, Bina Pustaka Tama, Surabaya, 18833.



Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya merek-merek luar
negeri beredar di pasaran Indonesia. Sebagai contoh
dapat disebut disini adalah merek " Bata ", merek "
Nike ", merek " Lee ", dan lain-lain.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa pabrik -
pabrik vyang ada di Indonesia mengadakan kerje sama
dengan pabrik-pabrik yang terkenal di luar negeri vang
memberikan lisensi untuk wmerek-merek mereka. Merek-
merek yang terkenal tersebut bukanlah merupakan
penemuan baru tetapi merek vang sudah dikenal secara
internasional. Merek-merek yang terkenal tersebut
dapat diproduksi di Indonesia atss sistem lisensi
dengan pengdawasan tertentu dari pasbrik-pabrik di luar
negderi atau pemilik merek yang memberikan lisensi. Hal
ini berarti mutu atau kualitas dari produksi dalam
negeri ( Indonesia ) yang memakal merek terkenal
diawasi sedemikian rupa, hingga kualitas dan standar
dari barang-barang hasil produksi vang dimasukkan
dalam pasaran Indonesia dan dibuat di Indonesia dengan
merek terkenal itu tetap terjamin adanya.

Dalam dunia perdagangan yvang erat kaitannya dengan
masalah lisensi atas merek banyak timbul beberapa

kasus. Sebagai contoh adalah sebuah tas merek

Perpustakaan Unik
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terkenal, yang selama ini dikenal buatan Italia dapat

diperaleh dengan harga yang relatif murah di
Indonesia. Hal tersebut disebabkan merek terkenal itu
dipalsukan atau dibajak, artinya diproduksi tanpa

lisensi., Contoh vang lain adalah masalah merek yang
sudah dilisensikan, merek " Bata " yang selama ini
dikenal dengan memproduksi sepatu dan sandal, tetapi

tiba-tiba di pasaran muncul peci bermerek " Bata "

Kenyataan ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi
pemilik merek dan konsumen pemakai metrek.

Baru setelah uu no.Z21/1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan tidak berlaku dan
diganti dengan UU no.l?/1992 tentang Merek, istilah
lisensi diatur didalamnya. Ketentuan tersebut
dilakukan karena lisensi atas merek dipandang perlu
diatur dengan suatu peraturan, selain itu lisensi atas
merek banyak ditemui dalam dunia perdagangan di

Indonesia. Sehingga ada hukum atau peraturan vyang

mengaturnya.

Pengertian lisensi menurut UU no.l9/1992 tentang
Merek pasal 1 sub 5, adalah jijimn yang diberikan
pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik
untuk selurub atau sebagian jenis barang atau
jasa yang didaftarkan.

Sedangkan pengertian merek dalam UY no.19/1992
pasal 1 sub 1, adalah tanda yang berupa nama,

Perpustakaan Unik
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kata, huruf-hurut, angka—-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari uJnsur-unsur tersebut vang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa "

Suatu lisensi atas merek menjadi sangat penting
selain sebagai upaya pengembangan produksi juga
sebagal upaya melindungi kepentingan para kon;umen
agar tidak tertipu pada merek palsu atau bajakan.

Seperti yang dikatakan oleh Insan Budi.M :

Suatu merek produk, dapat menjadi merek terkenal
lewat beberapa cara vyaitu didaftar diberbagail
negara, gencar dipromosikan, digunakan atau
dilisensikan serta di kenal luas di dalam maupun

diluar negeri. Merek itu juga termasuk dalam merek
terkenal didalam negeri . 2)

Dengan adanya lisensi atas merek juga mencegah
adanya peﬁiruan merek-merek yvang telah dikenal
diseluruh dunia walaupun jenis produknya berbeda,
5eba§ai contoh memakai merek " Dunhill " untuk produk
terasi karena bagaimanapun merek " Dunhill " telah
dikenal sebagai merek rokok. Hal—-hal seperti itulah
yvang menyebabkan lisensi atas merek diatur dalam UU

ne.l?/1922 tentang Merek.

2). Insan Budi Maulana, " Melindungi Merek Treken=al
(Catataen Hukum), Kompas, Hari Sabtu 27-2-1993, halaman 4




B. Perumusan Masalah

Herdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,
maka penulis merumuskan suatu pokok permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi dan
penerima lisensi atas merek sebelum adajpya UU
no.l?2/1992 tentang Merek 7?

2. Sampai sejauh manakah UU no.l19/1992 tenti g Merek
memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan
penerima lisensi atas merek 7?7

Pembatasan Masalah
Berpangkal tolak dari luasnya kegiatan dalam

masalah lisensi atas merek, maka agar pembahasannya

tidak teriadi kesimpangsiuran dan menyadari kemampuan
penulis, yang kemungkinan tidak 1epa5—dari kekur. .gan,
kelemahan, keterbatasan biava dan waktu, maka penulis
membatasi pada masalah lisensi atas merek herdasarkan
Ud no.il9/71922 tentang Merek dan perjanjian vyang

digunakan oleh penerima dan pemberi lisensi atas

merek,

Perpustakaan Unik



Perpustakaan Unik

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran secara Jjelas tentang
perlindungan hukum terhadap pemberi 1lisensi atas
merek dan penerima lisensi atas merek sebelum
adanya UU no.189/13882 tentang Merek.

2. Untuk mengetahui gambaran secara Jjelas, sejauh
manakah UU no.19/1892 tentang Merek memberikan
perlindungan hukum kepada pemberi 1lisensi atas
merek dan penerima lisensi atas merek.

Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat pada umumnya dan dunia perdagangsan
pada khususnya adalah memberikan informasi tentang

lisensi atas merek berdasarkan UU no.18/1892

tentang Merek.

2. Bagi kalangan akademik adalsah menanbah
perbendahsarasan bahan-bahsan bacaan pada
perpustakaan.

E. Sistematika Penulisan

'Agar terdapat kejelasan dan gambaran tentang isi

dari skripsi ini, penulis memandang perlu untuk
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mengemukakan sistematikanya, yaitu sebagai berikut
BAB I : Fendahuluan
Yarg didalamnya memuat tentang latar
belakang pemilihan judul, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian serta yang terakﬁir
sistematika penulisan.

BAB II : Introduksi Teori
Yang didalamnya memuat tentang pengertian
lisensi, kerugian dan keuntungan pemberian
lisensi atas merek, perjanjian vang
digunakan, waktu berlakunya lisensi, carsa
pembayaran lisensi dan 1lisensi beritikad
baik serta hal-hal yang berkaitan dengan
lisensi dan yang terakhir dagang merek.

BAB III : Metodologi Penelitian
Yang didalamnya berisi tentang metode
pendekatan, spesifikasi penelitian,
penarikan populasi dan metode sampling,
metode pengumpulan data, metode penyajian

data serta metode analiss datsa.



BAB 1V

BAB V

BAB VI

Hasil Penelitian

Yang didalamnya memuat tentang sejarah
perusahaan, organisasi dan managemen
perusahaan, lisensi atas merek yang

dimiliki perusahaan, pengertian,

perlindungan hukum dan uu no.l9/1992

tentang Merek.

Pembahasan

Yang didalamnya memuat tentang persyaratan
dan isi perjanjian lisensi atas merek, tata
cara permintaan pencatatan perjanjian
lisensi atas merek, penﬁlakan permintaan
pencatatan perjanjian lisensi atas merek,
hak dan kewajiban pemheri dan penerima
lisensi atas merek, - sistem pembayaran
lisensi atas merek, serta vyang terakhir
tentang perlindungan hukum sebelum dan
sesudah adanya UU no.l17/1992 tentang Merek.

Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan -aran-

Sdaran.,.

Daftar Pustaka

Lampiran—lampiran

Perpustakaan Unik
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BAB Il

INTRODUKSI TEORI

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, tanggal
16 égustus 1988 di depén DPR yang dikutip Dr.Roeslan

aAbdul Gani, menyebutkan bahwa :

14

Abad ke-21 yang akan kita masuki akan merupakan abad
kehidupan dan peradapan manusia vyang sangat
dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi vang pesat. Bangsa yang tertinggal dalam
ke—-2 bidang ini akan makin tertinggal oleh kemajuan
bangsa-bangsa lain. Ini berarti di tahun—tabun akan
datang kita juga harus terus mengeabangkan
penquasaan ilmu pengetahuan dan teknologi *. 3)

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa
penguasaan teknoleoagi sejak lama memang sangat
diperlukan demi tercapainya usaha untuk mensejajarkan
bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu
kemungkinan atau sistem dari penguasaan teknologi

adalah ailih teknologi, dan lisensi merupakan salah satu

sistem dari alih teknologi.

3). Dr. Roeslan Abdul Gani, "Menyerasikan _Iptek dan

Finek dalam PJPT II" Suara Merdeka, Hari Kamis 8-4-93,
hal &.

10
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A.Pengertian Lisensi

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya "Seluk Beluk

Praktis Lisensi®” H
" Perkataan Lisensi berasal dari kata licentia. Jika
kita memberikan kepada seseorang lisensi terhadap
suatu oktrai atau merek, maka kita memberikan
kebebasan atau ijin kepada orang itu untuk
menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh
gunakan, misalnya untuk menggunakan penemuan yang
dilindungi oleh hukum merek. Tanpa lisensi orang
lain itu tidak bebas dalam menggunakan penemuan atau
merek tersebut, oleh karena penggunaan semata-mata

oleh pemegang oktroi atau pemeqgang merek itu diakui
oleh UUY ", 4)

" Sementara itu pengertian lisensi menurut Uy
ne.19/19292 tentang Merek, pasal 1 sub S adalah ijin
vang diberikan pemilik merek terdafttar kepada

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut,
baik untuk selurub atau sebagiaean jenis barang atau
jasa yang didaftarkan ".
l. Bentuk Lisensi

Dalam dunia perdagangan terdapat beberapa bentuk
lisensi yaitu :
a. Lisensi khusus dan lisensi tidak khusus

Untuk 1lisensi khusus diberikan hanya kepada

satu arang atau satu badan hukum, dengan

4). Prof. Mr.Roeslan Saleh, "Seluk Beluk Praktis
Lisensi ",S%inar Grafika , Jakarta, 1987, hal 11.
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menutup kemungkinan diberikan kepada orang lain
atau pihak ketiga. Sedanghkan 1lisensi tidak
khusus pengertiannya meru; ikan kebalikan dari
lisensi khusus.

Lisensi terbatas dan tidak terbatas

Untuk 1lisensi terbatas, pembatasannya dapat
dititik beratkan pada berbagai hal seperti
pembatasan daerah tertentu. Sementara itu untuk
lisensi tidak terbatas berarti lisensi yang
memberikan ijin kepada seseorang yang diberi
ijin wuntuk melakukan apa saja, seperti yang
boleh dilakukan oleh orang vyang berhak atas
merek.

Lisensi yang diberikan terhadap suatu
pembayaran atau tanpa suatu pembayaran.

Lisensi untuk waktu tertentu atau tidak

tertentu.

2. Pengertian Merek

Menurut Sudargo Gautama yang dikutip oleh Djoko

Prakoso, merek mempunyai pendertian sebagai berikut:

Pengertian merek merupakan perunusan daripadas
garis Paris Convention, maka suatu trademark atau
nerek umumnya didefinir sebagai suatu tanda (sign)
vang berperan untuk nenbedakan barang-barang
perusahaan lain. Seorang pemilik merek pada
unnanya memnpunyai hak yangd ekskusif untuk memakai
nereknya atan variasi-variasi daripadanya untuk

Perpustakaan Unik
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barang—barang yang sama atau sejenis ". 3)
Sedangkan UU no.19/1992 tentang Merek, pasal 1 sub
1 memberikan pengertian merek yaitu tanda vyang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut vyang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan
jasa "
Dari pengertian yang terkandung dari merek, maka
suatu merek harus berisi beberapa unsur didalamnya
yvaltu merupakan suatu tanda, mempunyai daya pembeda

dan untuk barang-barang yang sejenis.
Jenis Merek

Menurut UU no.19/1992 tentang Merek, pasal 1 sub
2, 3 dan 4 terdapat beberapa Merek yang mempunyal
pengertian sendiri-sendiri yaitu :

2, Merek Dagang, adalah merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama—-sama atau badan.

hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnvya.

3. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada
jasa vyang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan jasa—jasa sejenis
lainnvya.

q. Merek Kolektif, adalah merek yang digunakan
pada barang atau jasa dengan karateristik yang
sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang

Diokn Prakoso, S.H, "Hukum Merek dan  Paten

Indonesia ", Dahara Prize, Semarang, 1991, hal 44,
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atau badan hukum secara bersama-sama untuk
membedakan dengan barang atau jass lainnysa.

Namun vang berlaku diantara ketiga Jenis merek
tersebut adalah merek dagang dan merek jasa, seperti
vang tersebut dalam UU no.18/1982 tentang Merek,

Bab II pasal 2 : " Merek sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang meliputi merek dagang dan merek jasa "

B.Reuntungan Pemberian Lisensi Atas Merek

Pada umumnya sebelum menerima atau memberikan .
lisensi atas merek, orang mempertimbangkan berbagai hal
vang berkaitan dengan lisensi atas merek. Terutama di
negara-negarsa yang telah maju industrinya, orang selalu
menghitung kemungkinan-kemungkinan teknis dan
ekonomisnya. Berbagai penelitian-penelitian Juga
dilakukan guna didapat keuntungan yang besar,

Sedangkan alasan-alasan vang dapat dipertimbangkan
untuk memberikan lisensi atas merek adalah hal-hal
sebagai berikut
1. Dengan diberikan lisensi dihasilkan uang
2, Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar,

sekaligus mengenalkan dan mengembangkan produk yang

dihasilkan )
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3. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi
mempunyai daya memperluas cakrawala pengetahuan
4. HMelalui lisensi dapat diadakan tukar menukar
pengetahunan
5. Dengan lisensi, Juga memberikan kesempatan-
kesempatan kerja
6. Dengan lisensi, penghematan waktu dari sedi
pengembangan dapat diperoleh dan hal ini sangat
menguntungkan, karena biasanva lisensi hanya untuk
nerek-merek terhkenal.
Penerima lisensi atas merek bissanya juga melakukan
beberapa perbaikan-perbaikan yvang dirasa perlu. Hal ini
dilakukan guna tercapainyva hasil yang optimal dan
disukai oleh konsumen pemakai merek yané dilisensikan.
C.EKerugian Pemberian Lisensi Atas Merek
Dalam suatu sistem muncul kerugian dan keuntungan,
demikian halnya dalam lisengi. Alssan-alasan yang
dirasa merugikan dalam memberikan lisensi adalah
sebagai berikut
1. Dengan diberikannya lisensi Jjustru akan menimbulkan
pesaing-pesaing baru yang akan merudikan.
2. Dengan diberikannya lisensi akan menimbulkan

pembuangan uang karena biasanya biaya-biaya yvang
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harus dipenuhi tinggi, selain itu juga sistem
administrasi yang dirasa sangat berbelit—-belit yang
tentu saja akan membuang waktu dan tenagda.

3. Dengan lisensi berarti menehpuh resiko akan turunnya
nama baik suatu produk bila penerima lisensi tidak
baik dalam memproduksi, dan tentu saja dapat
menurunkan mutu.

D.Perjanjiian Yang Digunakan
Dalam penjelasan pasal 44 ayat 1 UU no.18/1992
tentang Merek, disebutkan bahwa : perjanjian .isensi
ditvnangkan dalam bentuk akta perjanjian. Adespun isi
dari pasal 44 ayat 1 UU no.18/1882 tentang Merek adalah

Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi
kepada orang lain dengan perjanjian mendgunakan
mereknyse baik untuk sebagilan atanr seluruh Jenis
barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas ".

Seperti diketahui, akta notaris menurut sistem hukum di
Indonesia yang memberikan sifat otentik dalam suatu
perjaniian. Demikian halnya dengan perjanjian yvang
digunakan dalam lisensi atas merek  yaitu dengan
menggunakan akta notaris agar bersifat otentik.
Mengenai tanda tangan dan tanggalnya akan ada kekuatan
tertentu. Seseorang vyang menyanggah tanda tangan dari

suatu akta notaris harus membuktikannya. Sebaliknya

suatn akta dibawah tangan apabila disangkal oleh pihak
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suatu akta dibawah tangan apabila disangkal oleh pihak
lain, harus dibuktikan oleh orang yang memakai akta
itu, mengenai pembuktian dan tanggalnya.

Suatu perjanjian lisensi atas merek adalah suatu
perjanjian timbal balik, dan karenanya harus dapat
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Dimungkinkan suatu perjanjian lisensi atas merek yang
terdiri dari figa pihak atau 1lebih, seperti vyang
termuat dalam pasal 46 UU no.l?/1992 tentang Merek

vaitu :

Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa
penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut
kepada pihak ketiga. Sedangkan dalam penjelasannvya
berisi : ketentuan ini tidak menghbilangkan kewajiban
penerima lisensi wuwntuk menggunakan sendiri merek
tersebut dalam perdaganmgan barang atau jasa. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindarkan dagang merek "

Perjanjian lisensi atas merek yang dilakukan oleh ‘iebih
dari dua pihak, tentunya harus diatur dengan suatu
ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut.
Hal ini guna menghindarkan apabila terjadi kecurangan
vyang dilakukan oleh salah satu pihak, vyang dapat
merugikan pihak lain.

Dalam suatu perjanjian lisensi atas merek dilarang

memuat suatu ketentuanm khusus, seperti yang disebutkan

datam UU no.12/1992 tentang Merek pasal 48 ayat (1) :

Perpustakaan Unik
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Perjanjian 1lisensi dilarang memuat ketentuan yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan
akibat vyang merugikan perekonomian Indonesis atau
memuat pembatasan yvang menghambat kemampuan bangsa

Indonesisa dalam menguasai dan mengembangkan
teknologi pada nmumnya .

Ketentuan tersebut dinilai wajar, karena pemakaian
merek sangat rat kaitannya dengan kegiatan produksi
dan kehidupan usaha pada umumnya. Syarat-syarat atau
ketentuan tersebut juga berhubungan dengan cara pandang
produksi dan pelaksanaan kegiatan usaha yang bertalian
dengan mekanisme pasar pada umumnya.. Oleh karenanya
persyaratan yang dapat menggandgu pertumbuhan dan
kemampuan produksi atau keseimbangan dalam kehidupan
perekonomian pada umumnya dapat dicegah.

Seperti vang dikatakan oleh Sudargo Gautama :" Yang
menarik adalah ketentuan lebih 1anjut bahwa dalam
perjanjian  lisensi tidak boleh ada klausula vyang
merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan yang
nenghambat kemajuan bangsa Indonesia dalan menguasai

dan mengembangkan teknologi. Tidak dapat dilakukan

pendaftaran dari perjanjian - lisensi vang menuat
klausula vang demikian ita . B6)

Namun dari ketentuan tersebut diatas ada

kelemahannya yaitu, tidak dijelaskannya kriteria vyang

6). Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama, "Updang-undang Merek

Barn“, Alumni, Bandung, 1992, hal 33.
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bagaimana yang dapat merugikan perekonomian Indonesia
atau pembatasan vang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi
pada umumnya. Dalam ayat (2) dan (3)1 dari pasal 48 Wl
no.l1?/1992 tentang Merek juga tidak dijelaskan hal atau
ketentuan tersebut. DPemikian halnya dalam penjelasan
pasal tersebut juga tidak ada penjelasan tentang itu.

Adapun Lisi pasal 48 ayat (2) UU no.i9/1992 yaitu
Kantar Merek wajib menolak permintaan pencatatan
perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana
yang dimuat dalam ayat (1). Sedangkan ayat (3)
berbunyi : Kantor Merek memberitahukan penoclakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis
kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau
kuasanya dengan menyebutkan alasannya'.

Tentu saja tanpa adanya suatu penjelasan darti
ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dari
ketentuan itu sendiri. Sekaligus juga dapat menimbulkan
pertentangan dari para pihak vyang terkalt dalam

perianjian lisensi atas merek.

E.Waktu Berlakunya Perjanjian

Ketentuan tentang wak tu berlakunva perjanjian
lisensi terdapat dalam pasal 44 ayat (2} UU ne.19/1992
tentang Merek vaitu : "Perjanjiam lisensi berlaku untuk
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali bila
diperjanjikan lain, wuntuk Jangka waktu perlindungan

merek terdaftar yang bersangkutan”.
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Seperti diketahui, Jjangka waktu perlindungan merek
terdaftar adalah 10 tahun, dan berlaku surut sejak
tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut sesuai dengan isi pasal 7 UU
no.19/1982 tentang Merek vang berbunyi : "Merek
terdaftar mendapat perlindungan hukﬁm untuk yangks
waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tenggal
penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan”.
Mengenai perpanjangan jangka waktu perjanjian
lisensi atas merek yang melampaui masa pendaftaran
merek pada prinsipnya hanya dimungkinkan apabila dan
setelah masa pendaftaran merek vang bersangkutan
diperpanjang. Tetapi bila jangka waktu perjanjian
lisensi atas merek tersebut berlaku lebih pendek
daripada masa pendaftaran merek yang bersangkutan,
perpanjangan jangka waktu tersebut dapat sajs dilakukan
sejauh tidak melampaui waktu pendaftaran merek tadi.
Namun demi’ ian, waktu berlakunya lisensi atas merek
tergantung pula terhadap perjanjian yang telah
disepakati oleh pihak-pihak vang terkait dalam
perjanjian tersebut. Jgdi tergantung dari isi

perjanjian lisensi itu.

Perpustakaan Unik



21

F.Cara Pembayaran Lisernsi

Dalam pasal 49 ayat (2) dan (3} UY no.19/1992

tentang Merek terdapat ketentuan vyang kurang lebih

menyebutkan tentang sistem pembayaran lisensi, adalah

sebagai berikut :

(2)Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak lagi waijib meneruskan pembayaran royalti
vang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada
pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan
wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik
merek yang tidak dibatalkan.

(I)Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu
menerima secara sekaligus royalti dari penerima
lisensi, pemberi lisensi waijiib menyerahkan bagian
dari royalti vyang diterimanya kepada pemilik merek
yang tidak dibatalkan, yvang besarnya sebanding
dengan sisa jangka waktu perjanjian lisemsi ".

Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem

~ Pembayaran lisensi atas merek adalah raoyalti.

Sistem pembavyaran lisensi atas merek dengan cara
[

royalti, karena royalti memiliki beberapa keunggulan

atau keuntungan seperti vyang dikatakan oleh Roeelan

Saleh yaitu :

-.. royalti lebih menguntungkan apabila lisensi itu
mendapat sukses dan orang vyang berkewajiban yang
membayar royaltl tersebut bersedia untuk mengadakan
perjaniian yang cukup lama, sehingga Jjumlah vyang
akan diterima dari royalti keseluruhannya akan lebih
besar daripada pembayaran sekaligus.

-+« keuntungan dengan royalti adalah bahwa pemberi
lisensi dalam rangka persaingan yang ditimbulkan
oleh lisensi-lisensi, akan mengetahui dengan baik
omzet penerima lisensi.

=+ meEnariknya perjanjian dengan royalti bagi
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penerima—penerima lisensi terutama oleh karena ia
tidak perlu dibayar sebelum bisa mendapatkan sesuatu
obyek lisensi, dan sebelum lisensi itu membuktikan
nanfaatnya. Tetapi Jjika segala sesuatu berjalan
dengan baik, maka dapatlah prosentase dari royalti
itu dibebankan pada harga jual. Sebaliknya Jjika
usaha dengan lisensi itu tidak berjalan dengan baik,
maka lisensi itu tidak perlu dibayar ". B)

Pembayaran lisensi atas werek dengan sistem rovalti,

dapat dilakukan dengan beberapsa macasm cara

1. Pembayaran sekaligus.
Untuk pembavaran sekaligus dalam kontrak-
kontrak berbahasa Inggris digunakan istilah
Lump-sum atanr Down-payment, vang berarti suatn
pembayaran sekaligus yang kemudian disusul oleh
pembayaran-pembayaran dengan jumlah tetap atau
dengan prosentase-prosentase tertentu.

2. Pembayaran dengan cicilan.
Untuk pembayaran dengan c¢icilan, ada kalanya
jumlah sekaligus dibayar dengan beberapa
cicilan dibayarkan pada waktu kontrak ditutup.

3. Pembayaran untuk tiasp kesatuan yang disebutkan

dalam kontrak, yaitu jumlah produksi

8).

Prof .Mr.Roeslan Saieh, qop e¢it, hal 30-31.
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berdasarkan lisensi tersebut dan untui
kesatLuun—-kesatuan ini diperjanjiikan satu jumlah
tertentu yang harus dibavar.

q, Pembayaran dengan barang, saham dan jasa.

Yang dimaksud dengan Jjasa disini adalah antara
lain pekerjaan-pekerjaan riset..

Dari keempat cara pembavaran tersebut, dapat dipilih
salah satu yang sekiranya menguntungkan dan memudahkan
para pihak dalam perjanjian lisensi atas merek. Karena
perjanjian lisensi atas merek merupakan perjanjian
timbal balik, untuk itu kesepakatan antara pihak—-pihak
yang terkaitQ sangat diperlukan agar memudahkan
pelaksanaan lisensi atas merek nantinya.

G.Lisensi Beritikad Baik ’

Dalam pasal 49 avat (1) UU no.l1?/1992 tentang Merek,

disebutkan adanya ketentuanm penerima lisensi beritikad
baik yaitu :

Penerima lisensi yang beritikad baik dari merek yang
kemudian dibatalkan atas dasar adanva persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan -merek lair yang

terdaftar, tetap berhak melaksanakannya senagal
perjanjian lisensi merek yvang tidak dibatalkan
sampai dengan akhirnya jangka waktu perjanjian

lisensi tersebut ",

Prinsip penting yang terkandung dalam ayat ini adalah

perlindungan bagi penerima lisensi yang beritikad baik.
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H.Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Lisensi Atas Merek

Ada kemungkinan bahwa obyek yang ditawarkan dengan
lisensi itu memerlukan penyesuaian-penyesuaian, baik‘
karena diinginkan oleh penerima lisensi atas merek
maupun oleh pemerintah setempaﬁ. Dalam hal ini
diperlukan tenaga-tenagsa khusus atau pemikiran-
pemikiran khusus untuk perusahaan yang diberi lisensi
atas merek itu. Jika memang diperlukan penvesuaian-
penvesuaian, pada unumnya pemberi lisensil atas merek
mengharapkan bahwa sekurang-kurangnyase bersedia untuk
melakukan atau membantu melakukan' hal-hal vang
berhubungan dengan peraturan pemerintah dan keharusan .
vang dihubungkan dengan konsumen. Pemberi lisensi atsas
merek pada umumnyva harus mengetahui hal-hal tersebut
terlebih dahulu pada tingkat penawaran mereka sehinggs,
akan lebih berhati-hati.

Pemberi lisensi atas merek  akan mengadakan
penelitian-penelitian atau mengadakan suatu kerja sama
dengan suatu badan yvang akan menjadi perwakilan pemberi
lisensi atas merek. Penggunaan jasa suatu badan atau
bisa Jjuga suatu konsultan seringkali sangat diperlukan

guna melakukan berbagai kegiatan vyang berhubungan

dengan lisensi atas merek.
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Diantaranya adalah bagaimana kondisi perusahaan yang -
akan menerima lisensi atas mereknya, baik kondisi
keuangan, kondisi atau prospek masa depannya Jjuga
kondisi administrasinya. Ini dilakukan agar terjaganys
nutu dari produk atau merek vang dilisensikan, dan
cukup waktu untuk itu. Suatu kerjasama yvang baik memang
benar-benar diperlukan antara pemberi lisensi a t a s
merek dan penerima lisensi atas merek.
1.Dagang Merek

Mengenal dagand merek seperti yang disebutkan dalam
penjelasan pasal 48 UU no.18/1982 tentang Herek yaitu "
ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerims
lisensi untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam
perdagangan barang atau jasa. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya dagang merek ". Ket ntuan
tersebut kurang lebih berarti menghindarkan pemilik
merek asli tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya.
Karena seperti diketahui, dalam ketentuan UU no.21/1961
(mengatur tentang Herek Perusahaan dan Herek
Perniagaan), bahwa perlindungan hukum atas suatu merek
di dasarkan kepada pemaksian pertama kali di Indonesia

untuk barané atau jasa yang sejenis.
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Bilamana seseorang pertama kali mendaftarkan suatu
merek di Indonesia, akan menimbulkan angdgapan hukum
sebagal pemakai pertama merek vang bersanghkutan,
kecuali terbukti sebaliknya. Sistem ini secara mendasar
menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan iklim
usaha pada umumnya.

Dengan anggapan tersebut seseorang akan mudah
menjadi pemilik merek hanva karena memskai suatu merek
pertama kali di Indonesia dan kemudian mendaftarkannya.
Anggapan tersebut tetap berlakn sekalipun ia mengetahui
bahwa merek tersebut telah dimiliki atau dipakai oleh
orang lain.

Oleh karena itu UU no.19/1982 tentang Merek, merubah
ketentuan tersebut. Perubahan itu adalah, dengan siapa
vang pertama mendaftarkan ialah vang memperoleh hsak
atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek.
Yang menjadi tujuan utama pada akhirnya adslah merek
dagang bukan dagang merek.

Dengan sistem merek dagang dirasa perlindungan hukum
atas merek akan lebih terlaksana dan sekaligus menjamin
kepastian hukum. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas

merek, juga tidak ada perlindungan hukum.
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METODDLOGI PENELITIAN

Penulisan skripsi dengan judul " Suatu Tinjauan
Terhadap Lisensi Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang
no.19/1992", membutuhkamn data-data yang akurat, baik data
primer maupun data sekunder. Adapun data tersebut
diperoleh melalui proses penelitian sebagai berikut =
A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiclogis,
mengingat permasalahan yang diteliti merupakan
permasalahan keterkaitan antara faktor yuridis
terhadap faktor sosiologis mengenal lisensi atas merek
berdasarkan UU no.l12/1992 tentang Merek.

Adapun faktor-faktor vuridisnya adalah norma—-norma
atau peraturan—-peraturan yang memuat aturan-aturan
mengenal hal-hal yang berhubungan dengan lisensi atas
merek, antara lain

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang no.19/1992 tentang Merek.

3. Berbagail hasil seminar dam tulisan para pakar

mengenai lisensi atas amerek.

27
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Sedangkan faktor sosiologisnya adalah pelaksanaan
peraturan-peraturan mengenal lisensi atas merek. Jadi
dalam penelitian ini, disamping menggunakan peraturan-
peraturan Juga menggunakan kaidah-kaidah sosial
lainnya.
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat diskriptif
analitis, karena dari hasil penelitian yang diperoleh
diharapkan dapat memberikan gambaran &atau realita
mengenal lisensi atas merek berdasarkan UU no.19/1882
tentang Merek. Kemudian dari gambaran tersebut akan
dianalisa, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang
bersifat umum.
Penarikan Populasi dan Metode Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan
penerima lisensi atas merek dan instansi yang terkait.
Mengingat banyvaknya populasi yang diteliti, maksa
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purpose
non random sampling, sehingga vang menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah

1. Kantor Dirjen Cipta, Paten dan Merek

2. Perusahaan penerima lisensi atas merek
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Sedangkan yang menjadi responden dari penelitian

ini adalah
1. Kepala Kantor Dirjen Cipta, Paten dan Merek atau
staf yang mewakilinya.
2. Pimpinan Perusahaan penerima lisensi atas merek
atau staf yang mewakilinya.
D. Metode Pengunpulan Data
Data primer dan data sekunder diperoleh melalui
prosedur sebagail berikut
Data primer diperoleh dengan
1. Observasi atau pengamatan langsung.
Dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek
vang di =1iti atau instansi yang bersangkutan.
2. Interview atau wawancara.
Dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas
terpinpin dibantu dengan questionair.
Data sekunder diperoleh melalui penelitian
kepustakaan dan berasal dari
1; Data sekunder yang bersifat pribadi, data - dats
vang tersimpul dan berasal dari responden.
2. Data sekunder yang bersifat éublik, data

diperoleh dengan membaca buku 1literatur serta

Perpustakaan Unik



Perpustakaan Unik

-

=0
perundang-undangan dan juga dari brosur-brosur
vang berkaitan dengan masalah pokok penelitian

untuk mendapatkan dasar teori guna penyusunan

skripsi.
E. Metode Penyajian Data
DPata-data vang terkumpul melalui penelitian
semuanya disusun dan diolah kemudian dibuat laporan.
Adapun laporan itu ditempuh melalui 3 tahap
1. Editting, merupakan kegiatan memeriksa dan
meneliti data yang diperoleh untuk mengetshui
apakah nanti hasilnys dapat dipertanggung
- Jawabkan kebenarannya sesual dengan kenyatsan.
2. Coding, merupakan kegiatan untuk mengkategorikan
data dengan cara nemberikan simbol-simbol
menurut kriteria yang telah dipercleh dalam
daftar - pertanyaan dengan maksud untuk
ditabulasikan.
3. Menganalisa data, merupakan kegiatan pengkajian

terhadap mengolahan data berupa perumusan maupun

kesimpulan.
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Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap lalu
diadakan analisa terhadap data tersebut dengan metode

kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh respond-=n,

tertulis atau lesan diteliti atau dipelajari sebagai

sesuaty yang utuh. Dari hasil analisa tersebut, lalu

disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sejarah Perusahaan

Awal mulanya atau cikal bakal PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA adalah sebuah konglomerat pertama vyang
dibangun dyi’ Asia Tenggara bernama NV Handel
Maatschappij Kian Gwan pada tahum 1B&3 atau lebih
dikenal dan berkembang dengan Jjulukan Oei Tiong Han
Concern (OTHC). Karema mengalami sengketa hukum vyang
berat, konglomerat ini diambil alih . oleh pemerintah
Indonesia pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia
kemudian mengganti nama perusahaan tersebut menjadi PT
Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (FPEN}
Rajawali Nusantara Indonesia atau disingkat PT
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA pada tahun 1%44.

Ketika diambil alih oleh pemerintah Indonesia,
ruang lingkup usaha OTHC sangat beragam; Disamping
pabrik gula, ada perdagangan ekspor bhasil bumi dan
pabrik obat PHAPROS. Karena itulah pemerintah
memutuskan membentuk PT RAJAWALLI NUSANTARA INDONESIA
yvang merupakan BUMN dibawah Departemen Keuangan untuk

meneruskan perusahaan ini.
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Badan hukum perusahaan disahkan oleh Henteri
Kehakiman no.A.5/98/2 tanggal 10 Agustus 1868. Saat
ini perusahaan memiliki Jjumlah karyawan sebanyak
18.792 orang. Sedanghan kantor pusat PT RAJAWALI
NUSARTARA IND‘ HESIA terletak di gedung RNI jl.
Denpasar Raya. Kav. D.IIT Kuningan-Jakarta.

Organisasi dan Managemen Perusshaan

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONRESIA merupakan
perusahaan induk (Holding Company) bagi sejumlah anak
perusshaan vang dikelolanya. Dalam anggaran dasar
perusahaan disebutkan bahwa perseroan berusaha di
bidang pengelolaan, perkebunan, .industri, perdagangan
farmasi dan alat-alat kesehatan, pergudangan, Jjasa
keperantaraan, asuransi serta Jjasae-~jasa lainnya dalam
arti seluas-luasnya. Kegiatan vang dilakukan PT
RAJAWALT NUSANTARA INDONESIA adalah bertindak selaku
direksi bagi anak-anak perusahaan {subsidiary
companies) dan perusahaan-perusahaan lain yang
dikelolanya (affiliates) atau jasa kontrak managemen.
Perkembangan usahanya dilakukan dengan mendirikan

perusahaan-perusahaan, baik 100% milik sendiri maupun

joint venture.
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Dengan_ dasar itu, direksi bagi anak—anak perusahaan
adalah badan hukum vyakni perusahaan induknya. Jadi
direksi PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA menjadi
direksi pada anak—-anak perusahaannya. Dalam usaha
patungan, dire sinya diatur dalam perjanjian joint
venture,

Adapun susunan lengkap direksi PT RAJAKWALL NUSANTARA
INDONES1A adalah :

1. Direktur Utama Drs.Sumargono

2., Direktur Komersial

Drs.Hoesein Soeropranoto

3. Direktur Keuangan : Drs.Harivanto

4. Direktur Produksi

Ir.Bambang Sumandikao
9. Direktur Pengembangan : Ir.Zaenal Arifin

Cita-cita Perusahaan
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA mempunvyai

cita-cita :

a. Menjadi perusahaan negara yang sehat, mampu tumbuh
dan berkembang atas dasar kemampuan sendiri.

b. Menjadi perusahaan yang senantiasa memenuhi
kewajiban—kewajibannya kepada karyawan, masyarakat,
mitra usaha pemerintah dan pemilik serta
melaksanakan wusahanya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan arah kebijakan pemerintah.
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Menjadi perusahaan vang mampu menciptakan dan
memerihara suasana lingkungan dan kondisi kerja
yang harmonis sehingga memungkinkan peningkatan
praoduktivitas kerja serta jaminan perlindungan bagi
karyawan.

Bidang Usaha Perusahaan

PT RAJAWALIL NUSANTARA INDONESIA mempunyali

berbagai macam bidang usaha, di antaranya adalah :

a. Perkebunan XIV
PTP XIV memiliki B8 buah pabrik gula dan 1
pabrik alkohol / spiritus. 3 buah pabrik
terletay di Cirebon Timur vyakni 3 PG Tersana
Baru, PG Sindang Laut, PG Karangsuwung. 3
pabrik diwilayah barat vyakni : PG Gempal, PG
Jatiwangi, PG Jatitujuh, PG Kadhipateng dan PG
Subang. Pabrik spiritus / alkohol terletak di
Palimanan. Kesemuanya itu merupakan milik PT

RAJAWALTI NUSANTARA INDONESIA atas penugasan

pemerintah.

b. Pabrik Kulit

Pada tahun 1980, belum banyak investor yang
tertarik untuk menekuni bisnis kulit hewan

untuk keperluan induskri.
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Padahal permintaan untuk pasaran ekspor cukup
tinggi. Sebagai BUMN, PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA merasa perlu untuk tampil sebagai
perintis dalam industri ini. Upaya vang
dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan
pabrik kulit Carma Yasa, vang terletak di
Wonocolo-Jaka Timur untuk mengolah kulit mentah
menjadi kulit setengah jadi. Pada tahun 1985,
pemerintah melarang ekspor knlit setengah Jjadi
untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam
negeri. Maka sebagail BUMN, PT RAJAWALI
NUSANTARA INDONESIA melskukan investasi baru
untuk menghasilkan kulit jadi dan barang-barang
Jadi dari kulit dengan mendirikan PK
Tanjungsari di Sidoharjo. Pabrik ini mulai
beroperasi tahun 1988, dan telah mampu
melakukan ekspor. Para pembeli dari luar negeri
antara lain adalah Adidas, Reebok, Puma, serta
para produser garmen dari Jerman Barat, Indisa,
Hongkong, dan Korea.

Agrobisnis

Memasuki dekade 80-an PT RAJAWALI NUSANTARA

INDONESIA telah berkembang menjadi sebuah

Perpustakaan Unik
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konglomerat vang basis operasi usahanya
dipusatkan di pulau Jawa dengan pabrik gula
sebagai intinya. Ketika itu, pemerintah telah
melakukan berbagai upavya untuk mempercepat
realisasi prodram pengembangan perkebunan
sebagal penghasil devisa non-migas, khususnya
bidang perkebunan kelapa sawit. Melihat
kenyataan tersebut, perusahaan memutuskan untuk
melakukan diversifikasi pada tanaman keras
diluar pulau jawa.

Industri Farmasi

Dalam bidang industri farmasi, PT RAJAWALI
NUSINDO sebadgai anak perusahaan dari PT
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA mempunyail pabrik
obat vyang diberi nama PHAPROS, kependekan dari
Pharmaceutical Processing Industries. Yang
terletak di Semarang, Jawa Tengah vyang
merupakan pabrik obat pertamas dan terbesar di
Jawa Tengah. Hampir semua Jjenis obat-obatan,
mulai dari tablet, kapsul, salep, sirup,
suntikan, krim dan sejenisnya telah dapat
dihasilkan dengan baik cleh PHAPROS. EKualitas

produk selalu dijaga.

Perpustakaan Unik



Perpustakaan Unik

38 -
Disamping membuat obat-obat sendiri, PHAPRQOS
juga membuat obat-obat atas lisensi merek dari
Lederle (USA), Boehrinder Hannheim (Jerman),
dan LER Ljuhbljana (Yugoslavia).

3. Struktur Organisasi Perusahaan
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C. Pengertian

1I

Lisensi adalah ijin vyang diberikan pemilik merek
terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang
secara bersama—-sama atau badan hukum untuk
menggunakan merek tersebut, baik umtuk seluruh atau
sebagian Jjenis baranglatau jasa yang didaftarkan.
Pemilik merek terdaftar adalah seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
yang mereknya terdaftar dalam daftar umum merek.
Pemberi lisensi adalah pemilik merek terdaftar yang
memberikan hak kepada penerima lisensi untuk
menqggunakan mereknya, baik wuntuk seluruh atau
sebagian barang atau jasa.

Penerima lisensi adalah seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum yang
memperoleh hak dari pemberi lisensi untuk
menggunakan merek, baik untuk seluruh atau sebagian
Jenis barang atau jasa.

rovalti adalah pembavyaran atau imbalan vang
diberikan oleh penerima lisensi kepada pemberi

lisensi atas hak penggunaan merek terdaftar, milik

pemberi lisensi.
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Lisensi atas Merek
Lisensi atas merek yang dimiliki oleh PT RAJAWALI
NUSINDO berdasarkan kerjasama dengan mitra asing,
yditu Lederle (USA), Boehringer Mannheim (Jerman), dan
LEK Ljubbljana (Yugoslavia).
1. Ragam produk

a. Lederle {(USA)

tablet artane
- capsule cybufen
— tablet diamox
— syrup incermin
~ tablet pyrazinamide
— capsule achromicyn
- tablet myambutol
b. LEK Ljuhbljana (Yugoslavia).
— dermazin
— nifecard
- lincobiotic
- elkrip
- xeldqc
- safcard

- palin
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¢. Boehringer Manheim {(Jerman)

tablet bezalip

- tablet euglucon

- capsul paraxin

- ismo tablet

- tablet semi euglucon

- lanitop tablet

- paraxin dry syrup

- paraxin capsul
Produk-produk tersebut adalah Jjenis obat yang
dikonsumsi oleh masyarakat banyak. PHAPROS selaku
pabrik obat milik PT RAJAWALI NUSINDO membuat
produk-produk tersebut sambil memperhatikan
kualitasnya. Melalul alih teknologi dari para
pemilik merek atauo bissa disebut prinsipal inilah,
diharapkan Indonesis tidak hanva dapat menerima
bahan atau produk yang sudah jadi tetapi mampu
mengolahnya sendiri tanpa meninggélkan kﬁﬁlitas
vang baik.

Dengan Jjalan membeli bahan baku vyang hanya

dimiliki pihak pemilik merek kemudian diproses

menjadi obat jadi,
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yvyang telah mengalami beberapa test dari pihak
pemilik merek baru kemudian dapat dinikmati oleh
masyarakat 1luas. Hal tersebut dilakukan karena
produk vyang dihasilkan adalah obat yang pada
akhirpya dikonsumsi secara lamngsung oaleh tubuh
manusia, untuk mengobati atau mencegah penyakit dan
ini berbeda dengan jenis produk lain.
Perjanjiian yang Digunakan

Antara pibhak PT RAJAWALI NUSINDO dengan para
pemilik merek telah menjalin hubungan kerjasama
selama pulubhan tahun. Hasil kerjasama tersebut
menjadikan kedua belah pihak timbul suatu
kepercayaan yang telah terbina selama puluhan tahun
pula. Ini menimbulkan kesepakatan, bahwa perjanjian
yvyang digunakan adalah perjanjian yang saling
menguntungkan kedua belah pihak. Seperti layaknya
perjanjian jual beli vyaitu, pihak PT RAJAWALI
NUSINDO membeli bahan baku yang hanya dimiliki oleh
pihak pemilik merek, dengan Jjalan membayarkan

sejumlah wuang dan pihak pemilik merek memberikan

bahan baku tersebut.
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Karena kepercayaan selama puluhan tahun dan

selama itu tidak pernah terjadi kesalshpahaman yang
prinsipil, maka perjanjian yang digunakan tidak
memakal akta notaris.
Perjanjian tersebut menggunakan akta dibawah
tangan. Akta dibawah tangan adalah surat atau akta
vang dibuat dan ditands tangani oleh pihak dengan
maksud untuk dijadikan alat bukti dari suatu
perbuatan hukum. Jadi landasan perjanjian yang
digunakan adalah pasal 1338 KUH Perdata yang
berbunyi

(1) Semua persetujuan vang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnyva,

(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belsh
pihak, atau karena alasan-alasan vyang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan
dengan itikad baik.

Apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian

lisensi atas merek maka digunakan pasal 1365 KUH

Perdata vaitu
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Tiap perbuatan yvang melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang
yang kare..a salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut ".
Sistem Pembayaran yang Digunakan

Dalam UY4 no.19/1992 tentang Merek pasal 4% ayat
(2) dan (3), disebutkan bahwa royalti merupakan
sistem pembayaran yang digunakan dalam suatu
perjanjian lisensi atas merek. Namun PT RAJAWAL.I
NUSINDO tidak menggunakan sistem royalti. Tapi
dengan Jjalan atau cara Kkredit, seperti lavaknya
Jual beli biasa. Tidak digunakannya sistem royalti,
padahal PT RAJAWALI NUSINDO menggunakan merek milik
para pemilik merek karena pembayaran atas pembelian
bahan baku tersebut merupakan pengganti dari
royalti, dan ini telah disepakati oleh kedua belah
pinak. Para pemilik merek disini, tidak secara
sembarangan menjual bathan baku tersebut namun
berdasarkan penunjukkan agen tunggal, jadi hanya PT
RAJAWALI NUSINDO saja yang mempunyai hak

mendapatkan bahan baku tersebut di Indonesia.
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Alasan Pemberian Lisensi atas Merek

Para pemilik merek dari luar n%geri memberikan
lisensi atas mereknya kepada PT RAJAWALI RUSINDO,
karena dendan pemberian lisensi atas merek dapat
memperluas pasar dan menghasilkan keuntungan.
Sehentara itu pihak PT RAJAWALI NUSINDOQ sebagai
penerima lisensi atas merek mendapatkan keuntungan
vaitu terbukanya atsu menambah lapangan pekerjaan
dan pengalihan teknologi vang tentu saja,
menguntungkan bagi terciptanys negara Indonesia
menjadi negarsa dengan industri maju.

Herek vyang dilisensikan disini adalah merek
dagang dan jenis lisensinya adalah lisensi khusus,
baik dari Lederle (USA), Boehringer Mannheim
(Jerman), maupun LEK Ljuhbljana (Yugoslavia).
Pendaftaran

Herek yvang dimiliki oleh para pemilik merek yaitu
merek dagang vang berupa Jjenis obat, maka selaku
badan pengawasnya adalah Dirjen POM Departemen
Kesehatan (Pengawasan Obat dan Makapan). Jadi badan
tersebut selaku pengawas apakah suatu obat dapat

beredar di kalangan masyarakat ataukah tidak.
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Karena itu PT RAJAWALI NUSINDO memiliki sertifikat
dari Dirjen POM.

Kantor.Merek belum menerima pencatatan perjanjian
lisensi atas merék, disebabkan belum ada peraturan
pelaksana dari UU no.l192/1992 tentang Merek. Untuk
itulah kedua belah pihak tidak minta pencatatan
perjanjian lisensi atas mereknya. Namun mereknya
terdaftar pada Kantor Merek.

E. Perlindungan Hukum

Tentang perlindungan hukum yang didapat oleh pihak
penerima lisensi atas merek (PT RAJAWALT NUSINDO)
maupun pemberi lisensi atas merek (USA, Yugoslavia,
dan Jerman) adalah perlindungan hukum berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati. Jadi tergantung dari
isi perjanjiian tersebut dan dilihat bagaimana
kasusnya. Penerima lisensi atas merek berkewajiban
menjaga mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan,
yvang memakai merek milik pemberi lisensi atas merek
serta membayar secara berkala kepada pemberi lisensi
atas merek. Sedangkan pemberi 1lisensi atas merek
berkewajiban menyediakan bahan baku yang diminta oleh

pihak penerima lisensi atas merek.
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Kantor Merek tidak berkewajiban ataun tidak
berwenang nemberikan perlindungan hukum karena
perjanjian lisensi atas mereknya tidak tercatat ~»ada
Kantor MWerek. Jadi kedua belah pihak ysng telah
bersepakat sajalah vang berkewajiban memberikan
perlindungan hukum.
U0 no.18/19892 tentang Merek

Dengan mulai diberlakukannya UU no.13/1882 tentang
Herek, bagi PT RAJAWALI NUSINDO selaku penerima
lisensi atés merek dan Lederle (USA), Boehringer
Mannheim (Jerman), serta LEK Ljuhbljana (Yugoslavia)
selaku pemberi 1lisensi atas merek tidak memberi
perubahan yang cukup Dberarti bagi terlaksananya
kerjasama di antara kedua belah pihak. Hal tersebut
karena kedua belah pihak telah menjalin kerjasama
selama peluhan tahun vaitu sebelum adanya uu
no.l1l8/1992 tentang Merek maupun UU no.21/1861 tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Hamun bukan
berarti dengan adanya "UU no.19/1992 tentang Merek
tidak berguna atau tidak memberikan manfaat sama
sekali, tapi setidaknya memberikan suatu landasan atau
pijakan bagi terlaksananva kerjasama tersebut di masa
vang akan datang. Karena bagaimanapun UU no.18/1892

tentang Merek telah mengatur lisensi atas merek.
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BAB V

PEMBAHASAN

. Persyaratan dan Isi Perjanjian Lisensi atas Merek

1.Persyaratan Perjanjian

Merek yang dapat dilisensikan adalah merek vyang

telah terdaftar di Kantor Merek, bukan merek

kolektif dan Jjangka waktu perlindungan hukumnya

masih berlaku serta telah diadakan perjanjiian antara

pemil ik merek terdaftar dengan penerima merek

terdaftar, serta perjanjian lisensi atas merek

tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

Isi Perjanjian

Perjanjiian lisensi atas merek sekurang-kurangoya

harus memuat :

a .

Nama dan alamat lengkap para pihak vang
mengadakan perjanjlian lisensi atas merek.

Merek da nomor pendaftaraﬁnya.

Ketentuan mengenai :

1) jangka waktu perjanjian lisensi atas merek

2) dapat atau tidaknya Jangka waktu perjanjian

lisensi atas merek diperpanjang

48
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3) penggunaan mereknya untuk seluruh atau
sebagian jenis barang atau jasa, yang termasuk
dalam satu kelas

4) jumlah royalti dan tata cara pembayarannya

5) dapsat atau tidaknya penerima lisensi
memberikan lisensi lebih lanjut kepadsa pihak
ketiga

6) kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang
vang diproduksi dan diperdagangkan

7% batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi
atas merek

8) larangan terhadap pemilik merek terdaftar
untuk menggunsakan sendiri mereknys atau
melisensikan kepada pihak ketiga 1l&'nnya,
kecuali diperjanjikan lain.

Dalam praktek, pada PT RAJAWALI NUSINDO dan pemberi
lisepsi mereknya dapat menambahkan ketentuan-
ketentuan lain vang sekiranya dianggap perlu dalam
kerjasama tersebut. Berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak. Kantor Merek memperbolehkannysa.
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3.Larangan Isi | rjanjian
Perjanjian lisensi atas merek dilarang memuat ketentuan
seperti vyang tersebut dalam pasal 48 ayat 1 UU
no.19/1992 tentang Merek, sebagai berikut
a. Yang berakibat secara 1angsung ataun tidak
langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan
negara Indonesia
b. Pembatasan vang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai teknologi pada umumnvya.
Ketentuan tersebut diatas tidak diberikan batasan
karensa, disesuaikan dengan perkembangan Jaman ataupun
kondisi =sosial vang ada dalam masyarakat. Inil dapsat
dipshami disebabkan kondisi atau keadaan masyarakat
vang selslu berubah-ubah.
4. Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian lisensl atas merek berakhir apabila
a. habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian -
b. kesepakatan kedua belah pihak
Dalam hal ini penerima lisensi atas merek. atau
kuasanya dalam waktu paling lama 7 hari sejak
tanggal kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian
lisensi atas merek, memberitahukan kepada Kantor

Merek dengan-menyebutkan alasannya.



5t

mereknya . .batalkan oleh Kantor Merek
Merek tersebut dibatalkan oleh Kantor Merek
karena mengandung salah satu unsur dalam pasal 5
dan pasal & ayat (2) UU no.19 /1992 tentang Merek
yaitu : pasal 5 UU no.l19/1992, " merek tidak
dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu
unsur dibawah ini :

a. bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum
b. tidak memiliki daya pembeda

c. telah menjadi milik umum 3 atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan

barang atau jasa vang dimintakan
pendaftaran .
Pasal & avat (2) UU no.19/1992 tentang Merek :
permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh
Kantor Merek apébila :

a. merupakan atau menyerupai nama orang
terkenal, foto, merek dan nama badan hukum
yang dimiliki orang lain vyang sudah
terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis

dari yang berhak
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b. merupakan penirvan atsu menyerupal nama
atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem, dari negara atau
lembaga nasional maupun internasional
kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang,
c¢. merupaksn peniruan atau menyerupai tanda
atau cat atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari
éihak vang berwenang; atau
d. merupakan atau menverupai ciptaan orang
lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali
atas persetujuan tertulis dari pemegang hak
cipta tersebut.
mereknya dibatalkan berdasarkan keputusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Dalam hal ini pengadilan negerl vyang memutus
perkaranya, dalam waktu 14 hari terhitung sejak
tanggal putusan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap atau sejak tanggal diterimanya putusan

pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap,
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menyampaikan putusan kepada Kantor Merek.
mereknya dihapus deari daftar umum merek.

Suatu merek dapat dihapus dari daftar umum merek
berdasarkan ketemtuan pasal 51 ayat (1) & (2) uuU
no.l19/19?92 tentang Merek yaitu :
(1) penghapusan pendafttaran merek dari daftar
umum merek dilakukan Kantor Merek baik atas
prakarsa sendiri maupun berdasarkan
permintaan pemilik merek yang bersangkutan
(2) penghapusan pendaftaran atas prakasa Kantor
Merek dapat dilakukan apabila diperaoleh
bukti vang cukup bahwa
a. merek tidak digunakan berturat-turut
selama 3 tahun atau lebih dalam
perdagangan barang atau jasa sejak
tanggatl pendaftaran atau pemakaian
terakhir; atau
b. merek digunakan untuk jenis barang atau
jasa vyang tidak sesual dengan jenis
barang atau Jasa yang dimintakan

pendaftaran .
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Dalar praktek dunia perdagangan khususnya 1lisensi
atas merek, berskhirnya suatu kerjasama ataupun suatu
perjanjian vang saling menguntungkan, pihak vang
berwenang ( dalam hal ini Eantor Merek ) tidak
mengetahui apabila pihsak vang bekerja sama tidak
memberitahukannya. Sementara itu Kantor Herek tidak
dapat mengawasil secara seksama atas pelaksanaan
kerjasama yang berhubungan dengan merek. Hal ini
disebabkan terbatasnya staf yang ada di XKantor Herek
dan begitu banyaknya merek yang ada di Indonesia.
.Tata Cara Permintasn Pencatatan Perjanjian Lisensi atas
Merek
i. Permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas merek

diajukan oleh penerima 1lisensi atau kuasanya kepada

Kantor HMerek
2. Permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas merek

diajukan ‘dengan mencantumkan

a. merek dan nomor pendaftarannya

b. ilamat dan nama pemberi dan penerima lisensi atas

merek
Permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas merek

ditulis dalam bahasa Indonesia dan dibuat dalam

1angkap 2
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Permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas merek .

diajukan dengan dilengkapi :

a. salinan akta perjanjian lisensi atas merek yang
sah

b. tambahan berita negara RI yang menmuat akta
pendirian atau salinan aktsa pendirian atau
fotocopy akta pendirian badan hukum, apabila
penerima lisensi atas merek adalah badan hukum

c. surat kuasa khusus dari pemberi atau penerima
lisensi atas merek, apabila perjanjian lisensi
atas merek dibuat melalui kuasa

d. surat kuasa khusus, apabila permintaan pencatatan
perjanjian lisensi atas merek diajukan melalui
kuasa

e, bukti pembayaran biaya permintaan pencatatan
lisensi atas merek.

Kantor Merek, setelah meneriwma permintaan pencatatan

perjanjian lisensi atas merek melakukan pemeriksaan

terhadap : isi perjanjian lisensi atas merek dan

kelengkapan persyaratan.

Apabila telah dibentuk cabang Kantor Merek,

permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas mnmerek

dapat diasjukan kepadsa cabang Kantor Herek dan
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setelah itu cabang Kantor Merek menyampaikan
permintaan pencatatan perjanjian lisensi atas merek
kepada Kantor Merek, paling lama 3 hari terhitung
sejak tanggal diterimanya permintaan pencatatan
perjanjian lisensi stas merek tersebut.

Namun sampal saat ini, EKantor Merek belum
menerima pencatatan perjanjian 1lisensi atas merek
karena peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari
UU ne.19/1882 tentang Merek belum ada. Hinggs para
pemberi lisensi atas merek maupun penerima lisensi
atas merek hanyva mengadakan perjanjian dengan akta

notaris ataupun akta dibawah tangan. Dalam praktek,

banyak dijumpai para pemberi lisensi atas merel. dan

penerima lisensi atas merek menggunakan akta dibawah
tangan dalam perjanjiannya. Ini disebabkan antara
kedua belah pihak telah terjalin kepercayaan vyang
cukup lama.

Selain itu, perjanjian lisensi atas merek vang
dipakai oleh para pihak yaitu -penerima dan pemberi
lisensi atas merek, banvak vang menggunakan
ketentuan dari pasal 1338 dan 1365 KUH Perdata. Jadi

tergantung dari masing-masing pihak.
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Ini diperbolehkan, asalkan perjanjiannya tidak
melanggar !=tentuan-ketentuan vang ada dalam undang-
undang. Jadi Kantor Merek tidak dapat menentukan
bagaimana isi suatu perjanjian lisensi atas merek
itu. Earena memang tidak menerima pencatatanl
perjanjian lisensi dtas merek.
Apabila suatu perjanjian lisensi atas merek
menentukan bahwa penerima lisensi atas merek dapat
memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga,
penerima ligensi atas merek wajib meminta
persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi
atas merek secara tertulis. Biasanya hal tersebut
telah dicantumkan dalam perjanjian, boleh atan tidak
mélisensikan mereknya Kepada pihak ketigsa.
D.Penolakan Permintasn Pencatatan Perjanjian Lisensi atas

Merek.

Permintsan pencatatsn perjmanjian lisensi atas merek
ditolak oleh Kantor Merek apabila
1. Tidak terdaftar di Kantor Merek
2. Merek kolektif

3. Jangka waktu perlindungan hukumnya sudsh Ltidak
berlaku
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4. Isi perjan.-an lisensinya tidak 1lengkap atau memuat

ketentuan yang berakibat secara langsung atau tidak

langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan

Indonesia dan vang menghambat kemampuan bangsa

Indonesia dalam menguasal dan mengembangkan

teknologi pada umumnya.

E.Hak dan Kewajiban

1. Hak pemberi lisensi atas merek :

a.

menerima pembayaran royalti sesuai dengan
persetujuan

tetap menggunakan sendiri mereknya

menuntut pembatalan lisensi atas merek, apabila
penerima lisensi atas merek tidak melaksanakan

perjanjian sebagaimana mestinya.

Z2. Kewajiban pemberi lisensi atas merek

a.

menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau
gugatan dari pihak ketiga
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadsap “mutu

barang atav jasa hasil produksi penerima lisensi

atas merek
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meminta persetujusn kepada penerima lisensi atsas
merek, apabila pemberi lisensl atas merek

mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada

Kantor Kerek.

3. Hak penerim: lisensi atas merek :

a.

4. Kewajiban penerima lisensi atas merek

menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan
jangka waktu vang telah ditentukan dalam
perjanjian

menuntut pembaiafan kembali bagian rovalti vang
telah dibayarkan pemberi lisensi kepada pemilik
merek yvang telah dibatalkan

memberi lisensi lehih lanjut kepada pihak ketiga
apabila diperjanjikan

menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan
alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan

perjanjian sebagaimana mestinya.

a. membayar royalti sesuai dengan perjanjian

b.

memintakan pencatatan perjsnjian lisensi atas
merek kepada Kantor Merek

menjaga mutu barang atav jasa hasil produksinya
sesual dengan standar mutu barang atau jasa atas

merek vang dilisensikan
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d. melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.
Hak dan kewajiban lainnva dapat ditentukan lebih lanjut
apabila kedua belah pihak menginginkanvya.

Demikian halnyva apabila ada vang dikurangi dapat
dilaku.an atas kesepakatan kedua belah pihak pula.
¥.S5istenm Pembayaran Lisensi atas Merek

Sistem pembayaran vyang digunakan dalam pemberian
lisensi atas merek adalah royalti. Apabila suatu merek
vang dilisensikan dibatalkan berdasarkan merek
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik orang 1lain vang
terdaftar dalam daftar umum merek, dan penerima lisensi
atas merek telah membayar sekaligus rovalti sesuai
dengan perjanjian, pemberi 1lisensi atas merek waijib
menyerahkan bagian dari rovalti yané telah diterima
kepada pemilik merek vyang tidak dibatalkan, vang
besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian
lisensi.

Apabila bagian dari royalti yang telah diterima oleh
pemberi lisensi atas merek, vang mereknya telah
dibatalkan sebagaimana vyang dimaksud diatas wajib
diserahkan pada penerima lisensi atas merek, apabila

penerima lisensi atas merek tidak melanjutkan
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perjanjian lisensi atas merek tersebut dengan pemilik
merek vang tidak dibatalkan.

Namun apabila penerims 1lisensi atas merek belum
mewbayar sekaligus royalti sesuail dengan perjanjian,
penerima lisensi atas merek wajib meneruskan pembayaran
royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

Sampai ;aat ini belum banyak perusahaan penerina
lisensi atas merek vyang menggunakan sistem royalti.
Hereka 1lebih banyak menggunakan cara kredit atau cast
layaknya Jjual beli biasa. Hal dini terjadi karena
menurut mereka sistem royalti 1lebih rumit, selsin itu
mereka telah mengganggap pembayvaran vang layaknya Jjual
beli biasa t..-sebut dianggap sebagal pengganti dari
royvalti. Ini Juga diakibatkan karena dengan sistem
royalti berarti membayar terlebih dahulu sebelum
usahanya bergerak, selain itu karena para pihak telah
sepakat dengan sistem pembavaran yang akan digunakan,
walaupun UU no.18/1992 tentang Merek menentukan bahwa
royalti merupakan satu-satunya sistem pembavaran yang
harus digunakan. Penerima 1lisensi atas merek di
Indonesia kebanyakan membeli bahan khusus yang hanya
dimiliki oleh pemberi lisensi atas merek, dan pemberian

bahan khusus - tersebut dilakukan setelah adanvya
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penunjukan dari pemilik merek, pembayaran yang seperti
inilah vang dianggap sebagal pengganti dari royalti.
Kantor Merek tidak dapat dan tidak berwenang memberikan
sanksi ataupun peringatan. Hal seperti inilah wang
menjadi kelemahan sistem undang-undang di Indonesia,
karena apabila belum ada peraturan pelaksananya maksa
pihak vang berwenang belum dapat bergerak untuk
meuberiksn suatu sanksi ataupun peringatan.

G.Perlindungan Hukum
1. Sebelum UU no.19,/1892

Seperti diketahui sebelum adanye UU no.19/1982
tentang Herek, pengaturan mengenai merek memakai Ul
no.21/1881 tentang Herek Perusahaan dan Merek
Perniagaan. UU ne.21/1981 tidask mengatur tentang
lisensil namun sistem lisensi telah lama ada dalam
praktek perdagangan di Indonesia dan pengaturan
tentang lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak. Untuk itu perlindungan hukumnya, baik untuk
penerima lisensl atas merek maupun pemberi lisensi
atas merek berdasarkan padas perjanjian vang telah
disepakati ¢’eh kedua belah pihak. Jadi tergantung
bagaimana isi perjanjian tersebut, yang dalam suatu

perjanjian biasanya mencantumkan hak dan kewajiban
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kec.:a belah pihﬁk. Apabila salah satu pihak
mengingkari hak dan kewajibannya, maka perlindungan
hukum bagi pihak yang mengingkari tidak berlaku.
Tapi bagi pihak yang tidak mengingkari perlindungan
hukumnya tetap berlaku.

Setelah UU no.19/1892

Dengan adanya UU no.19/1992 - tentang Merek vyang
menggantikan UU no.21/1961 tentang Merek Perusahaan
dan Merek Perniagsan, di mana UU no.21/1861 tersebut
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan kebutuhan bagi kelancaran serta
peningkatan perdagangan barang atau jasa vang
berhubungan dengan merek. Untuk itulah UU no.19/18382
tentang Herek dipandang perlu untuk menyempurnakan
pengaturan mengenal merek, vang didalamnya terdapat
pengaturan mengenai lisensi.

Namun demikian perlindungan hukum yang diterima
oleh kedua belah pihak yaitu penerima lisensi atas
merek dan pemberi lisensi atas merek, sama dengan
sebelum adanya uu no.19/1932 tentang Merek.
Perlindungan hukum diperoleh berdasarkan isi

perjanjian dan dilihat bagaimana kasusnya.
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Kantor Merek ( pihak pelaksana dari UU
no.l9/1992 tentang Merek ) tidak dapat
memberikan perlindungan hukum karena, Kantor
Merek belum menerima pencatatan perjanjian
lisensi atas merek. Ini disebabkan peraturan
pelaksana dari UU no.19/1992 tentang Merek belum
ada. Hingga perlindungan hukum bagi para pemberi
lisensi atas merek dan penerima lisensi atas
merek berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
tersebut. Apabila salah satu pihak mengingkari
isi perjanjian maka perlindungan hukum bagi
pihak yang mengingkari tidak berlaku. Sementara
itu bagi pihak yang tidak mengingkari
perlindungan hukumnya tetap berlaku.

Banyvaknva ketentuan—ketentuan dalam uu
no.19/1992 +tentang Merek vyang tidak dilaksanakan
oleh para pemheri dan penerima lisensi atas merek
karena, para pihak tersebut melakukan suatu
kerijasama layaknya Jual beli berdasarkan
kesepakatan yang telah diambil. Landasan hukumnya

adalah pasal 1338 dan 13465 KUH Perdata.
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Kantor Merek tidak dapat melakukan pengawasan
karena memang lisensi atas mereknya tidak tercatat
dalam daftar umum merek. Kantor Herek hanya dapat
melakukan pengawasan terhadap merek &ang

dilisensikan.

Demikian halnya apabila =suatu merek tidak

dimintakan pencatatan, Kantor Merek hanya dapat

mengambil +tindakan atan sangsil setelah adanva
laporan atau setelah EKantor Merek mengetahuni.
Sepanjang tidak diketahui maka pihak vyang tidak

melaporkan atau vang bersangkutan dapsat melanjutkan

usahanva,
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah pembahasan skripei tentang " SUATU TINJAUAN

TERHADAP LISENSI ATAS MEREK BERDASARKAM UNDANG-UNDANG

ND.19/1992 ", maka kesimpulannya adalah sebagai

berikut :

1. Sistem perdagangan lisensi atas merek sudah ada
sejak lama, ini dibuktikan dengan adanya merek-
merek vyang berasal dari luar negeri beredar di
pasaran Indonesia. Namun pérundang—undéngan yang
mengaturnya baru ada saat UU no.1%2/1992 tentang
Merek disahkan, dalam undang—undang tersebut
terdapat ketentuan tentang lisensi atas merek.
Sebelum adanya UU no.19/1992 tentang Merek,
pengaturan tentang lisensi atas merek berdasarkan
kesepakatanm kedua belah pihak yaitu, penerima dan
pemberi lisensi atas merek.

2. Perjanjian lisensi atas merek yang digunakan dalam

kerjasama dibidang lisensi atas merek, haruslah

berbentuk akta perjanjian.

b&
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Ketentuan tersebut termuat dailam penjelasan pasal
44 ayat (1) UUJ nao.l9/1992 fentang Merek. Dalam
praktek banyak perusahaan penerima lisensi atas
merek dan pemberi lisensi atas merek menggunakan
akta di bawah tangan.
Kenyataan tersebut disebabkan kedua belah pihak
telah mempunyai dasar kepercayaan setelah bekerija
sama selama puluhan tahun, dan tidak ada
! "salahpahaman yang prinsipil. Dasar perjanjian
yang digunakan adalah pasal 1338 dan pasal 1363 KUH
Perdata.
Sistem pembayaran yang harus digunakan adalah
royalti. Kewentuan ini termuat dalam pasal 49 ayat
(2) dan (3) UU no.l?/1992 tentang Merek. Namun
penggunaan royalti tidak pernah ada dalam kerjasama
dibidang lisensi atas merek., Ini disebabkan sistem
royalti lebih rumit. Yang digunakan adalah kredit
atau tunai seperti layaknya jual beli biasa. Dengan
cara pihak penerima lisensi atas merek membayarkan
sejumlah uang dan pihak pemberi lisensi atas merek
memberikan bahan baku yang hanya dimiliki pemilik
mereaek. Hal tersebut dijadikan dasar sebagai

pengganti dari royalti.
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Merek dagang vang dimiliki oleh PT RAJAWALI NUSINDO
dari hasil lisensi khusus Usa, Jerman dan
Yugoslavia adalah jenis obat. Sehingga PT RAJAWALI
NUSINDO mempunyail sertifikat dari Dirjen POH
Dep.Kesehatan, yang menyebutkan bahwa obat tersebut
boleh beredar di masyarakat.
Fungsi dari Dirjen PdM itu sendiri adalah, sebagai
pihak vang berwenang vang menguji apakah suatu
jenis obat dapat beredar di masyarakat ataukah
tidak. Sementara itu EKantor Merek sebagaili pihak
vang berwenang, apakah suatu merek boleh beredar di
pasaran Indonesia ataukah tidak. Sehingga PT
RAJAWALI NUSINDO mempunvai 2 sertifikat, wyaitu dari
RKantor Merek dan dari Dirjen POM.
Perlindungan hukum ysng diperoleh penerima maupun
pcaberi lisensi atas merek adalah perlindungan
hukum berdasarkan perjanjian dan dilihat bagaimansa
kasusnya. VU no.19/1992 tentang Merek tidak dapat
memberikan perlindungan hukum, karena peraturan
rve&laksana darl undang-undang tersebut belum ada dan

perjanjian lisensi atas mereknya tidak tercatsat

dalam daftar umum merek.
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Banyaknya ketentuan yang ada dalam UYU no.l9/1992
tentang merek tidak dilaksanakan oleh penerima dan
pemberi lisensi atas merek, karena Kantaor Merek
tidak dapat melakukan pengawasan ataupun sanksi
bagi vyang melanggar. Ini disebabkan peraturan
pelaksana dari UY no.l1?/19922 tentang Merek belum
ada, bhingga Kantor Merek tidak dapat melakukan
kewajibanya sebagaimana mestinya. Kendala yang'lain
adalah banvyaknvya merek—merek yang beredar di
Indonesia dan terbatasnya staf vyang dimiliki oleh
Kantaor Merek. Kenyataan tersebut mempunyai arti
senlah-olah adanya UU 60.192/1992 tentang Merek

tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

B. Saran—saran

Saran-saran vang dapat penyusun kemukakan adalah

sebaagai berikut :

l.

Agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh para
pihak baik penerima dan pemberi lisensi atas merek
ataupun konsumen pemakai merek di lain pibhak,
sebaiknya intar Merek membentuk suatu tim yang
khusus mengawasi tentang lisensi. Baik itu masalah

penggunaan maupun pelaksanaan dari lisensi,.
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Seperti diketahui peraturan pelaksana dari UU
no.18/1992 tentang Merek belum ada, walaupun begitu
Kantor Herek harus tetap melakukan pengawasan
tentang lisensi atas merek. Sehingga tidak ada
penvalahgunaan, bukan memberikan sanksi setelah ada
laporan tentang penyalahgunaan tetapi melakukan
pengawasan hingga tidak terjadi penyalahgunaan.
Selain itu perlu dicari Jjawaban nmnengapa banvak
ketentuan vyang ada dalam UU no.18/1882 tentang
Merek tidak ditaati oleh para pihak vang terksait di
dalamnya.
Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang
lebih kgat sebaiknya menggunakan akta notaris,
apabila terjadi suatu sengketa yang penyelesaiannya
harus dilakukan di pengadilan. Walaupun sampal saat
inli tidak ada sanksi atau peringatan bils adsa
pelanggaran dibidang 1lisensi atas merek, sebaiknya
pihak yang terkait tetap melaksanakan ketentuan

vang ada da“am YU no.19/1992 tentang Merek.
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2. ‘Suratdan Dekan Fe ‘”H‘ﬂﬂm OIIRA Holeijonranoco Sug,
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{ll. Yang bertanda - tangan d: bawah ::m I;(elua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT | )}, bertindak alas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah. menyatakan TIDAK KEBERATAN atas

pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh

1. Nama ~:  8iti goeraida

2. Pekerjaan : Mhs - :

3. Alamat J1. Puspogiwang I1/7 Sng.

4. Penanggungjawab : Hendricus Sanyotohadi SH.M.Hum

5. Maksud tujuan Untuk skripsi berjudul

research/survey " SUATU TINJAUAN TERHADAP LISENSI ATAS MEREK

BERDASARKAN UU. No. 19/1992 "

6. Lokasi

Kodia Semarang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perpustakaan Unik

JI Pemuda 127 - 133 Telp. 5165501 - 515592 Fax, 546802
SEMARANG 50132

—

e s e, s ——— ———
————————— . ——————

Semarang, 29 Nop. 1993

Kepada Yth. :
lomor : R/ 8377/P/XI/93
ampiran : 1 {satu) lembar. . ‘
'erihal : Pemberitahuan lentang Walikg_ﬁ_gmadia KDH TK 11 Semarang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat |1 Jawa Tené,ah. tang-
29 Nop. 1993

LY OO Nomor R/E"al?’?/]?/}(‘l/93 ........ . dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama

SITI ZOERAIDA

Pengan maksud tujuan sebagaimana tersebul dalam surat Rekomendasl Research / Survey
BAPPEDA Tk 1 Jateng { terlampir }.

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah peysiapan seperlunya,

sesual dengan kelentuan yang berlaku,

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
KETUA BADA&W{A@N PEMBANGUNAN DAERAH

NIP. 500 081 829

EMBUSAN Kepada Yth. :

dr. Pembantu Gubemur Untuk
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EFARTEMEN KEHAKIMAN RL
DIREKTORAT JENDERAL
HAX CIPTA, PATEN DAN MEREK
Jl.Dnan Mogot Km.24
glp. 3524992 w.d 3524997 dan 3524019

Telex t 456443 - HCPY ~ IA
TANGERANG 15119

SURAT KETERANGAN

Nomor : H4,.HC.UM,02,02~ 156,

Yang bertanda tangan dibawah

N ama
Tempa/Tgl. lahir

Nomor Mahasiswa :
Jurusan :
Al amat :

ini menerangkan bahwa :

SITI ZOERAIDA

Semarang, 30 April 1969

89.20.585

Hukum Perdata Dagang

Universitas Katolik Soegljapranata
SEMARANG _

J1. Puspogiwang I/7, SEMARANG

Telah mengadakan riset berupa wawancara dengan staf kKami pada
tanggal 20 Desember 1993 tentang masalah merek dalam rangka -
penyusunan skripsi bergjudul : "SUATU TINJAUAN TERHADAP LISENSI
ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG~UNDANG NO. 19 TAHUN 19920,

Demikian agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bg, 20 Desember 1993

REKTUR MEREK
-t

N.I.P. 040009319
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